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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan   

1. Analisis Praktik Nepotisme Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan MK Nomor 

33/PUU-XIII/2015 terjadi dalam beberapa kasus diantara nya yaitu : 

a. Kasus Gibran Raka Buming Raka  

b. Kasus Atut Chosiyah 

c. Kasus Rizky Nata Kusumah 

d. Kasus Epriyadi Asda 

e. Kasus Ismunandar dan Encik Unguria 

2.  Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Nepotisme Dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yaitu : 

a. Pembatasan sudah diatur dalam Undang-Undang 

b. Mengandung muatan diskriminasi 

c. Sulit diterapkan karena pemaknaanya diserahkan pada setiap orang 

d. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 

B. Saran  

1. Agar Pembentuk Undang-Undang kembali melarang praktik nepotisme dalam 

pemilihan umum di Indonesia. 

2. Agar pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat 

agar mereka lebih memahami tentang potensi bahaya nepotisme dalam sistem 

politik. Dengan meningkatkan kesadaran ini, masyarakat bisa lebih kritis dalam 
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memilih calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas, bukan hanya     

karena hubungan keluarga dan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus 

menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik nepotisme, politik uang, 

dan penyalahgunaan wewenang dalam Pilkada. Hal ini bisa berupa pencabutan 

hak politik atau disqualifikasi bagi calon yang terbukti terlibat dalam praktik 

nepotisme. 
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